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PENYADAPAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM 
MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA TERORISME 

 
 

ABSTRAK 
 

       Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. 
Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara transit para 
teroris yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia menjadi pusat dari 
pertumbuhan dan berkembangnya aksi-aksi teroris. Biasanya aksi terorisme di 
Indonesia, ditandai dengan adanya aksi-aksi pengeboman di tempat-tempat ramai. 
Aksi terorisme ini tentu saja memakan banyak korban, sehingga dikategorikan 
sebagai kejahatan luar biasa. Maka untuk itu, Indonesia pun membuat regulasi-
regulasi yang seyogyanya diperuntukkan guna mengantisipasi tindakan terorisme 
tersebut salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen 
Negara yang memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk 
melakukan penyadapan.  
       Dalam penelitian ini, penulis memberikan judul “Penyadapan Oleh Badan 
Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme”. 
Penulis memberikan deskripsi bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan 
tindakan dalam tahap penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 
menangani perkara  tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Penulisan 
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian 
hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka 
dan bahan sekunder kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga 
diperoleh kesimpulan akhir penelitian. 
       Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan 
Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan tindak pidana 
terorisme, bukan merupakan fungsi penegakan hukum melainkan  
penyelenggaraan fungsi Intelijen, diantaranya fungsi penyelidikan, pengamanan, 
dan penggalangan melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini 
dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman 
terhadap keamanan nasional. Ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan 
Badan Intelijen Negara terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan 
yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri, secara a 
contrario  dapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara 
terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dapat 
dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 
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ABSTRACT 

 
       Terrorism is one of the crimes often occur in Indonesia. Many people say that 
Indonesia is a country of transit of terrorists coming from abroad. Not only that, 
Indonesia has become the center of growth and development of terrorist act. 
Usually acts of terrorism in Indonesia, characterized by bombings in crowded 
places. Acts of terrorism is certainly claimed many victims, so it is classified as an 
extraordinary crime. So for that, Indonesia also make regulations that should be 
devoted to anticipate acts of terrorism is one of them Law No. 17 Year 2011 
concerning the National Intelligence shall authorize the State Intelligence Agency 
to conduct wiretaps. 
       In this research, the author gives the title of "Wiretapping by the National 
Intelligence Agency in Obtaining Evidence Beginning Terrorism". The author 
gives a description that tapping is essentially an action in the investigation phase 
of law enforcement officials in handling the criminal case extraordinary 
(extraordinary crime). Writing in this research using normative juridical or legal 
research literature as legal research by examining the library materials and 
secondary materials are then processed and compiled systematically in order to 
obtain the final conclusions of the study. 
       Results of this research show that wiretapping conducted the State 
Intelligence Agency in obtaining preliminary evidence terrorism, not a law 
enforcement function but implementation Intelligence function, including the 
function of investigation, security, and fundraising through the working methods 
for the detection and early warning in order to prevent, deterrence, and response 
to any threats to national security. Provisions regarding wiretapping conducted 
the State Intelligence Agency against targets that already have preliminary 
evidence enough, be done with the establishment of the Chairman of the Court of 
the country, a contrario means that wiretapping conducted the State Intelligence 
against targets that do not already have preliminary evidence that reasonably can 
be done without fixing Chairman of the Court. 
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